
GUBERNURJAWATENGAH 
PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

NOMOR JO TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHANYANG MENJADI 

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ten tang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kata, telah diundangkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a bertentangan clan tidak sesuai 
dengan Undang-Undang dimaksud oleh karena itu perlu 
dilakukan pencabutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 



Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 
92); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20 I 6 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 83); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATVRAN DAERAH TENTANG PEN CAB UTAN 
PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHANYANG 
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 
Urusan PemerintahanYang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 4 Serie E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
padatanggal 15 Oktober 2018 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

GANJAR PRANOWO 

Diundangkan di Semarang 
Pada tanggal 15 Oltto.er 201.J 
SEKRETARJS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

ttd 

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH f&-243/2018 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 

NO MOR 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 4 
TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHANYANG MENJADI 

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

I. UMUM 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Oaerah Provinsi 
Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota, memberikan kewenangan 
kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi Daerah, telah 
diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah 
dimaksud disusun dengan mendasarkan pada kedua peraturan 
perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. 

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Peraturan Oaerah sebagaimana tersebut di atas 
bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang dimaksud oleh 
karena itu perlu dilakukan pencabutan. 

Sehubungan dengan ha! tersebut, maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal2 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH NOMOR 103 


